
i

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN DANA

PENGHARGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH (DPRD) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun oleh:

DAVID SINTONG HALOMOAN MANULLANG

NPM : 05 05 09226
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

2011



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

PENGHARGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH (DPRD) DITINJAU DARI UNDANG

DAVID SINTONG HALOMOAN MANULLANG

NPM
Program Studi
Program

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN

PENGHARGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH (DPRD) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh:

DAVID SINTONG HALOMOAN MANULLANG

: 05 05 09226
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 28 Juni 2011

Dosen Pembimbing,

G. Aryadi, SH. MH.

ADAAN DANA

PENGHARGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

UNDANG

DAVID SINTONG HALOMOAN MANULLANG

eradilan dan Penyelesaian



Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji

ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari :

Tanggal : 18

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum.

iii

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

: Senin

: 18 Juli 2011

: Ruang Dosen Lantai II

Fakulatas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji : Tanda Tangan

St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum. ..........................

G. Aryadi, S.H., M.H. ..........................

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum. ...........................

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum.

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Fakulatas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tanda Tangan

..........................

..........................

.........................



iv

MOTTO

“Janganlah

Menganggap

Dirimu Pandai !!”

Roma 12 : 16

 

 



v

PERSEMBAHAN

Untuk Juru Selamat kita Yesus Kristus

Kedua orang tua ku tercinta A. Manullang dan kakak ku

tersayang Dahlia Manullang.

 Keluarga besar Opung Darling Manullang dan Opung Gerald

Panggabean.

 Ito Hasianki Joseca Carolina Indri Itang

 Keluarga besar dan saudara-saudari ku tersayang

Untuk sahabat – sahabat ku atas dukungan kalian

 

 



vi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Yesus Kristus atas berkat dan bimbingan-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi dengan baik,

untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Semoga penulisan hukum /

skripsi yang berjudul PENEGAK HUKUM TERHADAP PENGADAAN

DANA PENGHARGAAN DPRD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NO. 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada

khususnya.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini tidak lepas pula

dari doa, bimbingan, dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai

pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa

terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah membimbing, melindungi, serta memberikan

petunjuk dan jalan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak G. Aryadi, SH. MH, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan

waktu, tenaga, dan pikirannya serta dengan penuh kesabaran telah

membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum / skripsi.

 

 



vii

4. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya yang telah membimbing dan membantu penulis selama

menuntut ilmu di Fakultas Hukum Atma Jaya.

5. Ibu Arini selaku narasumber hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

6. My Beloved Family, Bapak A. Manullang Dan Mama L Panggabean, Kakakku

Dahlia Manullang, terimakasih atas semua perhatian, dukungan, kasih sayang,

serta doa kalian yang tidak pernah terhenti. Penulis sangat bersyukur menjadi

bagian dalam keluarga ini ........... Thank God For Your Most Valuable

Presents.

7. My Beloved One, Joseca Carolina Indri Itang “hasianQ” yang telah

memberikan perhatian, semangat, motivasi, dukungan dan cinta kasihnya

dalam membantu penulis dari mulai penyusunan hingga akhir penulisan

hukum/skripsi ini.

8. Keluarga besar ku di Lampung dan Medan, saudara-saudara ku Kak Sisca,

Bang Rony, Leo, Agem, Tante Kus dan Uda Kalit, Tante Linda dan Uda

tanggang, Tulang Erik, Tulang Gerald dan keluarga, Jefri, Loren, keluarga

Renyaan Elomels, dan masih banyak lagi yang lainya.

9. Teman-teman kampus Atma Hukum ’05

10. Anak-anak KKN Ngawen Gunung Kidul UAJY tahun 2010

11. Teman-teman G2C (Gado-Gado Community) Tim Touring Bandung Dian,

Jonatan, Evan, Henok, Jack, Bang Tepu, Wendy, Ari, Yoseph, Ucok,Dharma.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penulisan hukum.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam

 

 



viii

penulisan hukum ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran

yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat berguna bagi pembaca pada

umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa/i pada khususnya.

Yogyakarta, 27 Junii 2011

Penulis

David Sintong Halomoan Manullang

 

 



ix

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan

hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil

karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan

duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya, maka penulis bersedia menerima

sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juni 2011

Yang menyatakan,

David Sintong Halomoan Manullang

 

 



x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iii

MOTTO ............................................................................................................. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ v

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi

PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................................ ix

DAFTAR ISI ...................................................................................................... x

ABSTRACT ....................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 9

C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 9

D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 9

E. Batasan Konsep ............................................................................... 10

F. Metode Penelitian ............................................................................ 11

G. Kerangka Isi Penulisan Hukum ....................................................... 13

 

 



xi

Halaman

BAB II PENGADAAN DANA PENGHARGAAN DITINJAU DARI UU NO.

31 TAHUN 1999 jo UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN

ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA KORUPSI ......................................................................................... 15

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi ............................ 15

1. Pengertian Tindak Pidana............................................................ 15

2. Korupsi ....................................................................................... 17

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi ...................................................... 19

a. Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara ...... 19

b. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Aktif .......................... 23

c. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan ......... 27

d. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan .................................... 31

e. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang ........................ 33

f. Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi .................. 36

4. Penerapan Sifat Melawan Hukum Dalam UU Antikorupsi ....... 37

5. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi ..................... 47

a. Pemeriksaan Pendahuluan ................................................. 47

b. Penuntutan ......................................................................... 53

c. Pemeriksaan Terakhir ........................................................ 53

6. Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi ............ 56

 

 



xii

a. Putusan Bebas (Vrijspraak) .................................................. 57

b. Putusan Pemidaan (Veroordeling) ........................................ 58

B. Penegakan Hukum Terhadap Pengadaan Dana Penghargaan DPRD

Ditinjau Dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .......................................... 59

Halaman

BAB III PENUTUP ............................................................................................ 76

A. Kesimpulan ................................................................................... 76

B. Saran .............................................................................................. 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

 

 



xiii

ABSTRACT

In legal writing, the writer raised the issue of law enforcement about how

to use the award funds parliament in terms of Act No. 31 of 1999 Law No. jo. 20

Year 2001 regarding Amendment to Law on Corruption Eradication. The purpose

of the writer doing research is to obtain data on law enforcement against the use

of funds in terms of the award Parliament Act No. 31 of 1999 Law No. jo. 20

Year 2001 regarding Amendment to Law on Combating Corruption. To answer

the above problem formulation, the authors use this type of normative legal

research, which is based on three legal material that is legal materials in the form

of primary legislation, secondary legal materials in the form of expert opinions

and books, legal materials of the dictionaries tertiary in the form of material

support. Data collection methods that are used as support material in this study is

through the study of literature by searching and analyzing the literature relating to

criminal law, especially concerning the Corruption. In addition, to complement

this study then, this study also using interviews with resource persons. Based on

the discussion in the previous chapter, it can be concluded that the enforcement of

law against the use of award funds parliament in terms of Act No. 31 of 1999 Law

No. jo. 20 Year 2001 regarding Amandement to Law on Corruption Eradication of

using Article 2 Paragraph (1) related laws. Money awards received by members of

the Yogyakarta City Legislature considered to have no clear legal basis that is

categorized as unlawful and detrimental to the finances of the State.

Keywords: Fund Award, Corruption.

 

 


